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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     PT Perkebunan Nusantara XII atau yang selanjutnya disebut PTPN XII 

merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan status Perseroan Terbatas. PTPN 

XII ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang agro bisnis dan 

agro industri.
1
 Dalam penelitian ini saya memilih PTPN XII Kebun Sungailembu 

yang terletak di Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitian. Komoditi yang 

dihasilkan Kebun Sungailembu adalah karet, kakao bulk, tebu, kelapa dan aneka 

kayu. Untuk menjaga kualitas komoditi Kebun Sungailembu mempekerjakan 

Pekerja Harian Lepas.  

     Pekerja harian lepas di Kebun Sungailembu hanya menerima upah sesuai 

dengan banyaknya hari kerja, jam kerja atau volume pekerjaan yang diselesaikan. 

Hubungan kerja antara pekerja/buruh harian lepas dengan pengusaha tidak dibuat 

dalam bentuk perjanjian kerja secara tertulis, sehingga status pekerja/buruh 

menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan status ini sewaktu-waktu pekerja/buruh dapat 

diberhentikan tanpa uang pesangon. Akan tetapi dari sisi tenaga kerja, kondisi 

demikian sering menjadi persoalan, khususnya masalah ketidakpastian hubungan 

kerja. Dalam kondisi demikian biasanya perusahaan memberlakukan prinsip no 
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work no pay , yaitu pekerja tidak akan digaji selama tidak bekerja, sekalipun 

hubungan kerja di antara mereka telah berlangsung bertahun-tahun.
2
 

     Masalah ketenagakerjaan selalu menjadi persoalan yang tidak pernah selesai di 

permasalahkan. Karena masih banyaknya pekerja yang belum mendapatkan 

haknya sebagai tenaga kerja seperti masalah jaminan sosial tenaga kerja. Dan di 

Kebun Sungailembu terkait perlindungan jaminan kesehatan terhadap pekerja 

memiliki perbedaan yang sangat signifikan khususnya bagi pekerja tetap dan 

pekerja harian lepas. Perusahaan tersebut hanya memberikan jaminan kesehatan 

terhadap karyawan tetap sedangkan pekerja harian lepas tidak mendapatkan 

jaminan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan 

hubungan kerja juga tidak jelas, karena pekerja harian lepas yang telah bekerja 

kurang dari 21 hari dalam 1 bulan, dan berturut-turut selama 3 bulan masih 

berstatus pekerja harian lepas sebagaimana ditentukan KEPMEN No. 100 Tahun 

2004 tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Dan di dalam kesepakatan bersama 

kebun Sungailembu hanya mengatur tentang pengupahan dan fasilitas natura 

seperti perumahan, listrik, air, transportasi dan jam kerja efektif. 

     Tenaga kerja harian lepas ini harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan 

tenaga kerja tetap tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Seperti halnya yang 

tertera pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. 
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     Maka dalam mengangkat tema perlindungan hukum pekerja harian lepas ini 

sangat penting, karena dalam tinjauan yuridis hukum ketenagakerjaan berbeda 

dengan kondisi yang ada dalam praktik lapangan. Maka dari itu, dalam 

mengangkat tema tersebut agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan. 

Terjadinya hubungan yang jelas antara pengusaha dengan pekerja dan tidak ada 

pihak yang dirugikan dalam hubungan kerja. Para pekerja dan pengusaha sama-

sama dapat mensejahterakan kehidupannya. 

     Berkaitan dengan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk 

mengkaji sebuah penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum terhadap 

Pekerja Harian Lepas di PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun 

Sungailembu Kabupaten Banyuwangi 

1.2 Permasalahan 

     Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Hak-hak Pekerja Harian Lepas di PTPN XII (Persero) Kebun 

Sungailembu telah diberikan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku? 

2. Apa akibat Hukum jika PTPN XII (Persero) Kebun Sungailembu belum 

memberikan hak-hak Pekerja Harian Lepas sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

     Adapun penelitian ini merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

pekerja harian lepas Kebun Sungailembu. 

b. Untuk mengetahui akibat jika Kebun Sungailembu belum memberikan 

perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2013 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. 

b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam kaitannya ilmu hukum terutama 

dalam hal perlindungan hukum atas pekerja harian lepas Kebun Sungailembu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Semua bentuk penelitian pasti mendatangkan sebuah manfaat. Dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti sendiri 

ataupun untuk masyarakat, adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru, yang tentunya 

terkhusus dalam pengetahuan hukum pada aspek perlindungan hukum 

terhadap pekerja harian lepas. 

b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti maupun masyarakat tentang 

bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas. 

2. Manfaat praktis 
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a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

PTPN XII (Persero) Kebun Sungailembu untuk menemukan jalan keluar 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya. 

1.5 Metode Penelitian 

     Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan 

penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah 

menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut 

Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Untuk 

membahas penelitian ini, penulis memakai metode sebagai berikut : 

1.5.1  Metode  pendekatan 

     Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach)  tentang pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan pada 

institusi. Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisis kaidah 

hukum yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dan juga dari norma 

hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat 

sehingga dapat diketahui aspek hukumnya mengenai perjanjian kerja waktu 

tertentu. 
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1.5.2  Jenis penelitian 

     Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu mempelajari 

peraturan perundang-undangan, tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas 

aturan hukum. 

1.5.3  Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer 

     Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2. Kepmenaker No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu. 

3. Kepmenaker No. 150 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas. 

b. Bahan hukum sekunder 

     Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder meliputi : 

1. Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip 

dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait. 

2. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang 

dikeluarkan oleh instansi, yang terkait dengan fokus permasalahannya. 
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1.5.4  Teknik Pengambilan Bahan Hukum 

     Teknik pengambilan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan 

hukum dalam penelitian. Teknik pengambilan bahan hukum yang mendukung dan 

berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan adalah suatu alat pengambilan bahan hukum yang dilakukan melalui 

bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys. Teknik ini 

mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, 

laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan perlindungan 

hukum terhadap pekerja harian lepas. 

1.5.5  Analisa Bahan Hukum 

     Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data 

yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku 

kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi Pekerja Harian Lepas di PTPN XII (Persero) Kebun 

Sungailembu Kabupaten Banyuwangi.  

 

 

 

 

 

 

 


